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Kesadaran akan arti penting hak kekayaan intele tual belum banyak berkembang
di Indonesia. Padahal, hal ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan
ekonomi. Di sisi lain, penegakan perlindungan hak memerlukan koordinasi.

JAKARTA, KOMPAS — Skor per-
lindungan hak kekayaan intelek-
tual Indonesia membaik dari 9,64
pada 2016 menjadi 12,14 pada
2017. Perbaikan, antara lain, be-
rupa ketersediaan sistem pela-

poran pelanggaran hak cipta da- -

JJam jaringan dan kerangka
koordinasi penegakan kasus.

Nilai ini berdasarkan hasil ri-
set The US Chamber of Com-
‘merce Global Innovation Policy
Center (GIPC).

Namun, pencapaian itu belum
membuat peringkat indeks ke-
kayaan intelektual Indonesia me-
lonjak drastis. Pada 2017, Indo-
nesia ada di peringkat ke-43 dari
50 negara yang diteliti The US
Chamber of Commerce GIPC.

Sejak 2012, GIPC rutin me-
nerbitkan laporan riset Indeks
Kekayaan Intelektual. Sebanyak
50 negara yang diteliti itu dipilih
berdasarkan pengelompokan
pendapatan dari Bank Dunia. La-
poran ini bertujuan memetakan
kondisi iklim hak kekayaan in-
telektual di setiap negara. GIPC
membuat delapan indikator se-
bagai bahan- penghitungan skor
perlindungan hak kekayaan in-
telektual. Contoh indikator ter-
sebut adalah paten, relasi hak,
dan kelemahan.

Pada 2017, skor perlindungan
hak kekayaan intelektual Indo-
nesia lebih rendah dibandingkan
dengan negara-negara lain yang
juga masuk kelompok negara
berpendapatan menengah ba-
wah, seperti Vietnam dan Ni-

geria. Skor Vietnam 13,19, se-
dangkan Nigeria 12,38.

Dalam laporan itu, GIPC me-
nyebutkan, salah satu faktor
penghambat Indonesia adalah isi
UU Nomor 13 Tahun 2016 ten-
tang Paten yang, antara lain,
mengharuskan lokalisasi produk
bagi pemegang hak paten asing.
Faktor lain adalah pembajakan
hak cipta yang masih tinggi.

”Tantangan terbesar adalah
kesadaran wirausaha Indonesia
mengenai arti penting hak ke-
kayaan intelektual untuk menyo-
kong perekonomian. Hal itu, mi-
salnya, meliputi aset ekonomi,
membuka akses permodalan,
teknologi baru, dan penciptaan
lapangan kerja,” ujar Vice Pre-
sident International Intellectual
Property GIPC Patrick Gilbride
dalam sambungan telepon inter-
nasional dari Jakarta, Rabu
(14/2).

Dia mengapresiasi perbaikan
skor perlindungan hak kekayaan
intelektual yang terjadi di In-
donesia. Akan tetapi, menurut
dia, pemerintah perlu mengambil
peran lebih besar. Ia mencon-
tohkan, pengusaha perlu difasi-
litasi untuk mendaftarkan hak
kekayaan intelektual, penegakan
hukum atas kasus pembajakan,
dan lebih terbuka terhadap dunia
bisnis.

Patrick menambahkan, kultur
setiap negara ikut memengaruhi
perolehan skor perlindungan hak
kekayaan intelektual. Pada 2017,
skor tinggi diraih Amerika Seri-

kat (37,98), Inggris (37,97), dan
Swedia (37,03).

Pendaftaran

Secara terpisah, Deputi Hak
Kekayaan Intelektual dan Regu-
lasi Badan Ekonomi
(Bekraf) Ari Juliano Gema me-
nyebutkan, Bekraf memfasilitasi
pendaftaran hak kekayaan inte-
lektual lebih dari 2.000 usaha
mikro, Kkecil, dan menengah
(UMKM) industri kreatif pada
2016-2017. Sebagian besar hak
kekayaan intelektual itu berupa
merek.

Di samping itu, Bekraf me-
ngembangkan BIIMA, aplikasi
berisi informasi seputar hak ke-
kayaan intelektual.

Mengenai permasalahan sya-

Kreatif -

rat ketat paten, Ari menyebut-
kan, Ditjen Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia sudah mengeluar-
kan peraturan relaksasi.

- Sementara itu, Dirjen Ke-
kayaan Intelektual Freddy Haris
mengungkapkan, masalah utama
yang dihadapi adalah penegakan
perlindungan hak kekayaan in-
telektual. Penegakan perlindung-
an hak ini membutuhkan kerja
sama lintas instansi.

”Citra pendaftaran hak ke-
kayaan intelektual masih buruk,
misalnya pendaftaran sulit, pe-
nerbitan sertifikat butuh waktu
lama, dan ongkosnya mahal. Ini-
lah yang akan kami perbaiki. Ku-
alitas petugas pelayanan pun di-
benahi,” kata Freddy. (MED)




